
WALIKOTA BANJARMASIN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 99 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang :  a. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 99 
Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak 
Bumi dan Bangunan Pasal 4 perlu dilakukan 
perubahan karena ada ketentuan yang hares 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 
a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi 
Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 



3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5238); 

6. Undang-Undang 	Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 



12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2011 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 
Nomor 29); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 99 TAHUN 
2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Pasal I 

Ketentuan. Pasal 4 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2016 
tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi 
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 99) dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 5 Januari 2017 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

I17—LBN  SINA 
Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 6 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 
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